PER-11/PJ/2025

KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN BEA METERAI
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MASA PAIAK PENGHASILAN

PPh Pasal 21/26




PPh Pasal 21/26

OVERVIEW



Pokok-pokok Perubahan

Q Perubahan aplikasi pelaporan elektronik, dari
DJPOnline menjadi CoretaxDJP.

O Penyederhanaan aplikasi melalui
penggabungan aplikasi untuk Instansi
Pemerintah dan non-Instansi Pemerintah.

O Penyederhanaan formulir melalui | S
penggabungan SPT dan Bukti Pemotongan PPh | ©

21 untuk Instansi Pemerintah dan non-Instansi — | )
Pemel’intah A ‘—
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Struktur Pengaturan

1
Ketentuan Umum SPT PPh 21/26 (Pasal 3 s.d. Pasal 5)

2
Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bupot 21/26 (Pasal 6 s.d. Pasal 10)

3
Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian SPT PPh 21/26 (Pasal 11 s.d. Pasal 13)

Ketentuan Peralihan

Pembuatan, pembetulan, dan/atau pembatalan Bupot serta pembetulan dan/atau penyampaian SPT
untuk masa sebelum Januari 2025 berlaku ketentuan sebelum PER-11/2025 (Pasal 130 huruf a).
Kompensasi lebih bayar dari masa Desember 2024 dan sebelumnya (Pasal 130 huruf b)

Formulir 1721-A2 untuk Pensiunan PNS, Anggota TNI dan Polri yang dipotong oleh selain instansi
pemerintah (Pasal 131 dan Lampiran A halaman 196 s.d. 203)

Penegasan atas hal-hal tertentu

Pemotongan atas pegawai tetap yang memperoleh penghasilan dengan PPh yang DTP dan non-

DTP (Lampiran A halaman 160-167)
Pembuatan Bukti Pemotongan BP21 Tambahan sehubungan dengan Pembetulan Kompensasi dari
Masa Pajak Desember 2024 (Lampiran A halaman 189 s.d. 195)
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PPh Pasal 21/26

KETENTUAN UMUM



MENTERLAN XELANGAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
-lr BN, NDONE S,
@ OIREKTORAY LQDERAL PaLAK ;‘#ﬁ‘;’:‘m?n SA’:PH lNDUK
MASA PAIAK TAMUN PAIAK STATUS

A DENTITAS PEMOTONG
Al NERPNK

A2 Nama

Al Namet

A No Twepon

B PASAK PENGHASILAN PASAL 21
| PALAK FENGMASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PENOTONGAN

NO LA KAR-KJS JUMLAN [Rp)
. £ ) "

1 FPh Pasal I yoaog Oipotong
Halsthan Pasyetonmn PPn Pasad 21 den Masa Pagh Sebedamnyn
] Pembayscan PP Pasal 21 Seagan SP20 (Mo arful Instns! Pamesah
4 PP Pasal 21 yang Kunmy JLetshy) Dty (1.2-3) (Apatabs ado st setiv shi Shorpensasdan
s PPh Passl 71 yorg Kuneng {Ledh) Disetr pade SFT yang DRenuian
§ PP Paas 21 yong Kurery (Lot} Deety Karena Pamtbetuion {4-5] dsabile scls Ledés Sebor shie dhompansssiar

£ PAM PENGHASILAK PAEAL 21 DITANGOUNG PEMERNTAH

NO LA KAPKIS JUMLAM (Rp)
C PAAX PENGHASILAN PASAL 3%

L PAJAR PENGHASILAN PASAL 26 YANG DILAKUKAN PENOTONGAN
NO LRAAN KA JUMUAH [Rp)
s < © )
1 PPh Paes 26 yang Dipotong
Naehun Pasyemran FPn Passl 256 dart Masa Pk Sebelurmngs
) Pamlagaran PPh Pasel N dongan 5F20 i e Iy Panedataly
L PPh Pasa 26 yang Nureng {Lebh) Desetor (1230 (Apabely ade ebeh sty shan dhompensashan)
$ FPh Pasal 36 yong Kurwng fLatt) Deetr padts SPT ;m; Doaudion

$ PR Passl 15 yang Xurwg (Lot Disatr Saremn Pombetuien (4-5] Asadia aule Lot Setor s (Shonpwniasian

£ PAJAK PENGHASILAN PABAL 20 DITANGGUNG PENERINTAM
NO RAIAN KAP-KJS JUMLAM [Rg)
(e e £ cs

1 PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PENOTOND

De Targya
Bs Preoyatasn 'Wigh Paoh

Pasal 3 PER-11/PJ/2025

SPT Masa 21/26

Sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan

penghitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21
dan/atau Pasal 26 yang sebenarnya terutang;

pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 21/26; dan

penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26
yang telah dipotong oleh Pemotong Pajak
Penghasilan 21/26

dalam 1 (satu) masa pajak sesuai ketentuan perundang-
undangan di bidang perpajakan
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Hak & Kewajiban Pemotong

membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26

menyerahkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 kepada pihak yang dipotong; dan

eH

melaporkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 kepada Direktorat Jenderal Pajak
menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21/26.

w N -
@ (((’((%7/ ﬁ

Melakukan pembetulan atau pembatalan Bukti Pemotongan PPh Pasal 27;
dan/atau membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 tambahan.

Dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang
telah dilaporkan

B D

7~
@
=
<,
O
O
>

Pasal 4 PER-11/PJ/2025
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Apakah Bukti Potong Perlu dicetak?

E Versi: 1.1.2-build
ﬁ ra - Baru
@ wdip 1966 id-iD (7)

Login terakhir: 09 Juni 2025 11:51:09 {&]

LGP EE IR e-Faktur  eBupot =  Surat Pemberitahuan (SPT) = Bantuan ~ Pembayaran = Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

S @ Pemberian Bukti
Motifikasi Saya ) apabila tidak menemukan dokumen @ Hasilkan Dokumen Pe m Oto ﬂ g a n P P h
i S s Pasal 21/26 kepada
Kasus Berjalan Saya p e n e rl m a

Profil Saya peng haS||an dapat
Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik B EIRsSTRTTEEN] Judul Dokumen Jenis Dokumen d i Ia ku ka nm ela I u i
Pengukuhan PKP E AT Po rta I Waj i b

Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L Paja k.

Bukti Potong PPh Pasal 21 (BP21) Bukti Potong PPh Pasal 21 (BP21)

Perubahan Data

Bukti Potong PPh Pasal 21 (BP21) Bukti Potong PPh Pasal 21 (BP21)
Perubahan Status

Bukti Penerimaan Elektronik Bukti Penerimaan Elektronik

Penghapusan & Pencabutan

Lampiran A.3.h PER-11/PJ/2025
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Hak & Kewajiban Pihak yang Dipotong

1 2

WAJIB PAJAK DALAM NEGERI:

* Penduduk Indonesia : NIK @ « TIN

» Selain Penduduk Indonesia : NPWP A  |dentitas perpajakan lain yang

* Suami-Istri satu kesatuan ekonomis: lazim di negara/yuridiksi negara
NIK masing-masing lain

WAJIB PAJAK LUAR NEGERI:

2

Dalam hal Wajib Pajak luar negeri ingin menerapkan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda, Wajib Pajak
luar negeri dimaksud harus memberikan surat keterangan domisili dan/atau tanda terima surat keterangan
domisili Wajib Pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
kepada Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26

Pasal 9 PER-11/PJ/2025
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PPh Pasal 21/26

KETENTUAN UMUM BUKTI POTONG



Prasyarat Penerbitan Bukti Potong

Orang Selain
Pribadi Orang Pribadi
» Sertifikat Elektronik « Sertifikat Elektronik
* Kode Otorisasi « Kode Otorisasi
Orang Pribadi yang Orang Pribadi yang
bersangkutan merupakan Wakil Pajak

Lampiran A.3.b 4 PER-11/PJ/2025

S

» Sertifikat Elektronik
» Kode Otorisasi
Kuasa Wajib Pajak
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Ketentuan Penggunaan NPWP & NIKTU

Pasal 5 PER-11/PJ/2025

Pemotong menggunakan NPWP untuk menyampaikan SPT

Pelaporan Terpusat

Pemotong menggunakan NPWP & NITKU

untuk membuat Bupot

Jika pemotong memiliki Tempat Kegiatan Usaha yang terpisah dari tempat tinggal/kedudukan, cantumkan
NITKU yang melaksanakan Sebagian/seluruhnya administrasi yang terkait pembayaran penghasilan

Tempat
g pegawai %-’@
berkegiatan (UL

Notes:

Tempat status
kepegawaian
terdaftar

- Tempat kontrak
= ditandatangani

Jika Pemotong merupakan Instansi Pemerintah yang memiliki Subunit, maka pembuatan Bupot 21/26 dilakukan oleh Subunit Organisasi
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Ketentuan Penggunaan NPWP & NIKTU

Pasal 5 PER-11/PJ/2025

Dakumen Referensi

Pasal 5 PER-11/PJ/2025
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Sebelum PER-11/PJ/2025

PER-2/PJ/2024

Sarana Pembuatan

* Formulir Kertas; atau

» Dokumen elektronik dibuat dan disampaikan
melalui aplikasi e-Bupot 21/26

Bentuk Bupot:

* Formulir 1721-AT

« Formulir 1721-VI (Tidak Final/Pasal 26)
e  Formulir 1721-VII (Final)

«  Formulir 1721-VIII (Bulanan)

PER-5/PJ/2024

Sarana Pembuatan
Dokumen elektronik dibuat dan disampaikan
melalui aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah

Bentuk Bupot:

e  Formulir 1721-A1
Formulir 1721-A2
e  Formulir 1721-A3

» Formulir 1721-B1 (Final/yang tidak bersifat final)

* Formulir 1721-26 (Pasal 26)

Bentuk Bukti Potong

Sejak PER-11/PJ/2025

PER-11/PJ/2025

Sarana Pembuatan

Dokumen elektronik dibuat dan
disampaikan melalui Modul
eBupot dalam Portal WP

1 2

BP-
A2

4
BP-

Pasal 6 PER-11/PJ/2025
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® Cdp

Portal Saya ~ e-Fa eBupot ~ at Pemberitahuan (SPT) ¥ Bantuan ~

Modul eBupot

Verst: 1.1.2-builld-1966 id-ID v @@ v Login terakhir: 18 June 2025 08:32:38 @

BPNR
Penyetoran Sendiri
Pemotongan Secara Digunggung

BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri

a BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir

Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan —- - - A U

Simpan user |D dan password dengan aman.

Bersihkan riwayat (history) apabila mengguna-

kan perangkat bersama
Aktifkan fitur Autentifikasi Dua Faktor (Two

Paoctac Aiibh v aslllvwtlacaMPA cicas i i iannvmnvnmnmn

BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir

Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

g yang Periu Perhatian dalam Pengajuan
an LayananvAdministrasi

onan Layanan Administrasi Perpajakan dapat diproses lebih lanjut, Pemohon
enyelesaikan Seluruh Tahapan Permohonan Layanan Pada Alur Kasus
asus Ditutup atau

asus Sedang Dalam Proses setelah
rimaan Elektronik terbit.

2 Untuk dapat memanfaatkan fasilitas, pastikan Nomor Produk Layanan Administrasi sudah
tercantum dalam sub menu Daftar Fasilitas Saya.

‘ dhaniswara86



Bentuk Bukti Potong

2 3

A2

A1 r{-

Bukti Potong PPh 21 bagi Bukti Potong PPh 21 bagi Bukti Potong PPh 21 Bukti Pemotongan PPh
Pegawai Tetap atau PNS, Anggota yang tidak bersifat final Pasal 26 atau
Pensiunan yang Menerima TNI/POLRI atau dan PPh Pasal 21 bersifat Withholding Slip Article
Uang terkait Pensiun secara Pensiunannya final 26 Income Tax
Berkala

Berbentuk elektronik melalui modul eBupot (Portal WP atau laman/aplikasi lain yang terintegrasi dengan
sistem administrasi DJP) dan ditandatangani secara elektronik

Notifikasi Pemotongan PPh Pasal 21 Bulanan
+ (Notifikasi bagi pegawai tetap atau pensiunan atas
pemotongan bulanan)

Pasal 6 & 7 PER-11/PJ/2025
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B RINCIAN PENGHASLAN DAN PENGHITUNGAN PPH PASAL 21
Bii L ﬁh_.n D.f-u 812 ﬂh|uh P-!.Iﬂh
B2 Janis Pamotongan

I PENGHASILAN BRUTD
GoylPensin atau THTLMHT
Tunjangan PPH
Tunjsngan Lednaya, Uang Lembur dar Sebagainya
Hanorarium das Imbaisn Lain Sefenismya
Promi Asurnnad yang Dibayar Pambsen Karja
Paneremaan Dalam bartuk Natues dan Kankmaten Lanays yang Dikenakan Pemoangas PPH Pasal 21
Tonbaen Aors Clreifiasl  leas E‘MQM“ dn THR

Jurmiah Penghasilan Srufo (1 5.47)

PENGURANG PENGHASLAN BRUTO

Biaya Jabatan / Biaya Pensiun

lurmn terkall Pansiun stau Hen T

Zakat atay Surbangan Kesgamann yeng Bersifal Wajt yang Dibayarkan melslul Pember Kedge
Jurnish Pengursngan (9 s.d 11)

PENGHITUNGAN PPh PASAL 11

11 b arrsd s I:I-.n.:ln—ul-n iy (1 l"::

1, Pengraailan Neto dad Pamolongan Sebslumnys

Ll Bl ol

 EEE

1 Jurmiah Fenghasilan Seio untul Fachiungan FFPD Pasel 21 | Getsbun/Deeto havkon)
16. Panghasibin Tdak Kena Pajak

LI Panghasilan Kena Pajak Satabun | Dsstahunkan (15 - 18)

18 FPPhPasa 21 sas Penghasilan Kena Pajak Sstahun/Deaiahunkan

19, PPhPasa 21 Terutang

i BEt Bannl 31 Chnoinne dad Bkd B molonn ao Sahlimne

21, PFhPasal 21 Terutneg pads Buktl Pemotorgan ini (Depat Dkreditian Foda 5T Tabunn)
£d. PP Pasal &1 yang Telah Dipotong § Ctanggung Pamesiah
23 PPh Pasal 21 Kurang (Laksh) Dipotong pada Masa Pajsk Dasembar | Masa Pajak Terakhe (21 - 22)

B 6, JENIS FASILITAS PADA MASA PAJAK DESEMBER/MASA PAJAK TERAKHIR | ]'

Lampiran A.l.a PER-11/PJ/2025

Bupot A1l

Jenis Pemotongan:

» Setahun penuh

» Kurang dari setahun

» Kurang dari setahun yang penghasilannya
disetahunkan

Penghasilan bruto pegawai tetap atau penerima
penghasilan

Hanya diisi dalam hal penerima penghasilan
merupakan pegawai pindahan dari pemberi kerja
lain & memilih untuk menggabungkan Formulir
BPAT atau baru pensiun

~ Merupakan jumlah PPh Pasal 21 yang dikreditkan

dalam SPT Tahunan Penerima Penghasilan

Jenis Fasilitas:

» Tanpa fasilitas

* PPh ditanggung pemerintah
* Fasilitas lainnya

. dhaniswara86



Bukti Potong A2
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BP21 & BP26

FEUERTFA AR o A FUKT! PEMOTONGAN
Lol i ] | e o)
S LA PAULK FENGHASILAN PASAL 21 TAND TIWA szi'

BERGFAT FIMAL DAN PAILE PERGHASE AN
PASAL 77 TANG RERSIFAT MHAL
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K1 AW
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Bukti Potong PPh 21/26

“.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..

BP- BP-

: : * Masa desember

: A1 Az : « Masa pajak tertentu dimana

: : . pegawai tetap berhenti bekerja
: : * Masa pajak tertentu di mana

: - : ensiunan berhenti menerima
: Bukti Potong PPh 21 Bukti Potong PPh 21 P (o )

bagi Pegawai Tetap bagi PNS, Anggota : uang terkait pensiun

. atau Pensiunan yang TNI/POLRI atau :

E Menerima Uang terkait Pensiunannya -

. Pensiun secara Berkala : Pasal 7 PER-11/PJ/2025

Dibuat untuk setiap masa pajak terakhir

‘ dhaniswara86



Bukti Potong PPh 21/26

“.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..

5 BP- BP- B

: : Pemotong memberikan bukti
: A1 Az : potong kepada penerima

: : . penghasilan paling lama 1 (satu)
: : bulan setelah masa pajak

: - - terakhir berakhir

: Bukti Potong PPh 21 Bukti Potong PPh 21

bagi Pegawai Tetap bagi PNS, Anggota .

: atau Pensiunan yang TNI/POLRI atau :

E Menerima Uang terkait Pensiunannya .

s Pensiun secara Berkala : Pasal 7 PER-11/PJ/2025

Dibuat untuk setiap masa pajak terakhir

‘ dhaniswara86



Bukti Potong PPh 21/26

Bukti Potong PPh 21 Bukti Potong PPh 21
bagi Pegawai Tetap bagi PNS, Anggota
atau Pensiunan yang TNI/POLRI atau
. Menerima Uang terkait Pensiunannya
s Pensiun secara Berkala

Dibuat untuk setiap masa pajak terakhir

Satu bukti potong digunakan
untuk:

1 (satu) penerima penghasilan

1 (satu) kode objek pajak; dan

1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian
Tahun Pajak

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

‘ dhaniswara86



Bukti Potong PPh 21/26

Pemotong memberikan bukti
potong kepada penerima
penghasilan untuk setiap kali
pembuatan Bukti Pemotongan

Pajak Penghasilan Pasal : _ _
. Bukti Potong PPh 21 Bukti Pemotongan PPh
21/26. yang tidak bersifat final Pasal 26 atau
dan PPh Pasal 21 bersifat Withholding Slip Article
final 26 Income Tax

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

Dibuat untuk:
» setiap transaksi; atau

» 1 (satu) masa pajak

‘ dhaniswara86



Bukti Potong PPh 21/26

Satu bukti potong digunakan
untuk:

« 1 (satu) penerima penghasilan
» 1 (satu) kode objek pajak; dan

* 1 (satu) masa paJak Bukti Potong PPh 21 Bukti Pemotongan PPh
yang tidak bersifat final Pasal 26 atau

dan PPh Pasal 21 bersifat Withholding Slip Article
final 26 Income Tax

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

Dibuat untuk:

» setiap transaksi; atau

» 1 (satu) masa pajak

‘ dhaniswara86



Penerbitan Bukti Potong

(N

Bukti Potong tidak perlu dibuat dalam hal
tidak ada pembayaran penghasilan

Pasal 8 PER-11/PJ/2025

‘ dhaniswara86



1\

Bukti Potong
tetap harus
dibuat jika :

Pasal 8 PER-11/PJ/2025

Penerbitan Bukti Potong

tidak dilakukan pemotongan PPh 21 karena jumlah penghasilan yang diterima tidak
melebihi penghasilan tidak kena pajak;
jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong nihil karena:

1. adanya surat keterangan bebas; atau
2. dikenakan tarif 0% (nol persen);

PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan PPh Pasal 21 yang ditanggung
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan;

PPh Pasal 21 yang dipotong diberikan fasilitas PPh sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di bidang perpajakan

jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong nihil berdasarkan ketentuan dalam persetujuan
penghindaran pajak berganda yang ditunjukkan dengan adanya surat keterangan

domisili dan/atau tanda terima surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
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Struktur Penomoran Bupot

Kode Tahun Nomor Seri
\
!'J“\ [ 1
A X YYYYYYY

Ketentuan Penomoran:
e Kode Tahun

Dua digit terakhir dari tahun kalender pembuatan bukti potong PPh Pasal 21/26. Contoh: “25" untuk tahun 2025
 Nomor Seri

yang terdiri dari 7digit yang terdiri dari angka, huruf, kombinasi angka dan huruf dalam 1 (satu) tahun kalender
yang diberikan secara otomatis oleh sistem (auto generated)

« Satu Nomor Bukti Pemotongan untuk Satu Wajib Pajak, Satu Kode Objek Pajak, dan Satu Masa Pajak
« Nomor, Masa Pajak, dan Identitas Wajib Pajak tidak berubah apabila terjadi pembetulan atau pembatalan
« Nomor Bukti Pemotongan 21/26 yang dibatalkan tidak dapat digunakan kembali

Lampiran A.3.c PER-11/PJ/2025
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Ketentuan Pembulatan

Dasar Pengenaan Pajak

Contoh: o
* < 0,50 — maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah « Penghasilan bruto pegawai tetap sebesar
Rp10.500.100,49, maka diisi dengan
Rp10.500.100,00.
* > 0,50 — maka bilangan tersebut dibulatkan ke atas * Penghasilan bruto pegawai tetap sebesar
Rp10.500.100,50, maka diisi dengan
Rp10.500.101,00.
- /
:
Contoh:
* < 0,50 - maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah ~ « PPh sebesar Rp1.500.000,49, maka diisi
dengan Rp1.500.000,00.
« > 0,50 — maka bilangan tersebut dibulatkan ke atas * PPh sebesar Rp1.900.000,50, maka diisi
dengan Rp1.900.001,00. )

.

Lampiran A.3. PER-11/PJ/2025
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PPh Pasal 21/26

PERUBAHAN KODE OBJEK PAJAK




Daftar Kode & Objek Pajak

No Jenis Formulir Bupot Lama Baru
L PPh Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final 11 24
2 PPh Pasal 21 yang Bersifat Final 4 10
3 Formulir BP26 1 1

[En 21-100-38
Penyesuaian Nilai Kompensasi dari Masa Pajak Sebelumnya

Pasal 7 PER-11/PJ/2025
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Daftar Kode & Objek Pajak

A. BP-A1
No Objek Pajak PER-11
1 Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap 21-100-01
2 Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pensiunan secara Teratur 21-100-02
3 Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap yang Menerima Fasilitas di Daerah Tertentu 21-100-32
B. BP-A2
No Objek Pajak PER-11
1 Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap 21-100-01
2 Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pensiunan secara Teratur 21-100-02

LampiranPER-11/PJ/2025
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Daftar Kode & Objek Pajak

C. BP-21 - yang Tidak Bersifat Final

No
1

Objek Pajak
Imbalan kepada Distributor Perusahaan Pemasaran Berjenjang atau Penjualan

Langsung dan Kegiatan Sejenis Lainnya

Imbalan kepada Agen Asuransi
Imbalan kepada Petugas Penjaja Barang Dagangan

Imbalan kepada Tenaga Ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Pejabat Pembuat Akta
Tanah, Penilai, Aktuaris)

Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Menerima Imbalan
secara Tidak Teratur

Penghasilan atau Imbalan yang Diterima atau Diperoleh Mantan Pegawai (Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi,
Bonus, dan Imbalan Lain yang Bersifat Tidak Teratur)

Uang Manfaat Pensiun atau Penghasilan Sejenisnya yang Diambil Sebagian oleh Peserta Program Pensiun
yang Masih Berstatus sebagai Pegawai

Imbalan kepada Peserta Rapat, Konferensi, Sidang, Pertemuan, Kunjungan Kerja, Seminar, Lokakarya, atau
Pertunjukan, atau Kegiatan Tertentu Lainnya

Imbalan kepada Peserta atau Anggota dalam Suatu Kepanitiaan sebagai Penyelenggara Kegiatan Tertentu

PER-11
21-100-04

21-100-05
21-100-06
21-100-07

21-100-10

21-100-11

21-100-12

21-100-14

21-100-15

LampiranPER-11/PJ/2025
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Daftar Kode & Objek Pajak

C. BP-21 - yang Tidak Bersifat Final (Lanjutan)

10
11

12
13
14
15
16
17
18

19

PPh Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final

Imbalan kepada Peserta Pendidikan, Pelatihan, dan Magang

Imbalan kepada Peserta Kegiatan Lainnya

Imbalan kepada Penasihat, Pengajar, Pelatih, Penceramah, Penyuluh, dan Moderator

Imbalan kepada Pengarang, Peneliti, Penerjemah

Imbalan kepada Pemberi Jasa dalam Segala Bidang

Imbalan kepada Agen lklan

Imbalan kepada Pengawas atau Pengelola Proyek

Imbalan kepada Pembawa Pesanan atau yang Menemukan Langganan atau yang Menjadi Perantara

Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan secara Harian, Mingguan, Satuan dan Borongan dengan
Penghasilan Bruto sampai dengan Rp2.500.000 Sehari

Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua
yang Terutang atau Dibayarkan pada Tahun Ketiga dan Tahun-tahun Berikutnya

21-100-16
21-100-17
21-100-18
21-100-19
21-100-20
21-100-21
21-100-22
21-100-23
21-100-24

21-100-25

LampiranPER-11/PJ/2025
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Daftar Kode & Objek Pajak

C. BP-21 - yang Tidak Bersifat Final (Lanjutan)

PPh Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final

20 Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan secara Harian, Mingguan, Satuan dan Borongan dengan 21-100-30
Penghasilan Bruto lebih dari Rp2.500.000 Sehari
21 Imbalan kepada Pemain Musik, Pembawa Acara, Penyanyi, Pelawak, Bintang Film, Bintang Sinetron, Bintang 21-100-33

Iklan, Sutradara, Kru Film, Foto Model, Peragawan/Peragawati, Pemain Drama, Penari, Pemahat, Pelukis,
Pembuat/Pencipta Konten pada Media yang Dibagikan secara Daring (Influencer, Selebgram, Blogger,
Vlogger, dan Sejenis Lainnya), dan Seniman Lainnya

22 Imbalan yang diterima oleh Olahragawan 21-100-34
23 Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan Secara Bulanan 21-100-35
24 Imbalan kepada Peserta Perlombaan dalam Segala Bidang, antara lain Perlombaan Olahraga, Seni, 21-100-36

Ketangkasan, llmu Pengetahuan, Teknologi, dan Perlombaan Lainnya

09: Bukan pegawai lainnya (Hilang)
13 =215 : Peserta Kegiatan
99: Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final lainnya (Hilang)

LampiranPER-11/PJ/2025
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Daftar Kode & Objek Pajak

D. BP-21 - yang Bersifat Final

No
1

PPh Pasal 21 yang Bersifat Final
Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan secara Bulanan yang Mendapat Fasilitas di Daerah Tertentu

Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan secara Harian, Mingguan, Satuan dan Borongan dengan
Penghasilan Bruto sampai dengan Rp2.500.000,00 Sehari yang Mendapat Fasilitas di Daerah Tertentu

Upah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayarkan secara Harian, Mingguan, Satuan dan Borongan dengan
Penghasilan Bruto lebih dari Rp2.500.000,00 Sehari yang Mendapat Fasilitas di Daerah Tertentu

Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap di Daerah Tertentu yang Tidak Memenuhi
Persyaratan Fasilitas

Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus
Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus

Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS Golongan lll,
Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya

Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS Golongan IV,
Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya

PER-11
21-100-27
21-100-29

21-100-31

21-100-37

21-401-01
21-401-02
21-402-02

21-402-03

LampiranPER-11/PJ/2025
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Daftar Kode & Objek Pajak

D. BP-21 - yang Bersifat Final

No PPh Pasal 21 yang Bersifat Final PER-11

9 Honor atau Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS Golongan II, 21-402-04
Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya

10 Penyesuaian nilai kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya 21-100-38

402-01: pecah jadi 02, 03, 04
499-99: hilang

LampiranPER-11/PJ/2025
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Daftar Kode & Objek Pajak

No PPh Pasal 26 PER-11

1 Imbalan Sehubungan dengan Jasa, Pekerjaan dan Kegiatan, Hadiah dan Penghargaan, Pensiun dan 27-100-99
Pembayaran Berkala Lainnya yang Dipotong PPh Pasal 26.

LampiranPER-11/PJ/2025
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PPh Pasal 21/26

VALIDASI FASILITAS PPh




1 Surat Keterangan Bebas

2

Penghasilan + Bukti Potong

PT BNT
(PEMBERI PENGHASILAN)

TUAND
(PENERIMA PENGHASILAN)

Validasi Surat Keterangan Bebas

PT BNT pada tanggal 10 Maret 2025 membayar imbalan jasa konsultan kepada Tuan D sebesar Rp17.000.000,00
(tujuh belas juta rupiah). Sebelum dilakukan pemotongan pajak, Tuan D menyampaikan SKB PPh Pasal 21.
Sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 1 PER-11/PJ/2025, Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26

tetap dibuat dalam hal Wajib Pajak yang dipotong menyerahkan SKB.
Atas transaksi tersebut, penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 dengan fasilitas tarif 0% (nol persen)

dapat dilakukan dalam hal SKB tersebut valid.
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Menyerahkan SKD-WPLN?
Ya: sesuai tarif P3B | Tidak: 20%

Penghasilan + Bukti Potong

TUAN RM PT KIM
(PENERIMA PENGHASILAN) (PEMBERI PENGHASILAN)
- SINGAPURA - - INDONESIA -

Validasi Surat Keterangan Domisili WP Luar Negeri

Tuan RM berkewarganegaraan Singapura memberikan jasa manajemen kepada PT KIM. Tuan RM berada di Indonesia kurang
dari 183 hari dalam setahun. Pada tanggal 15 Maret 2025, PT KIM membayarkan imbalan jasa manajemen sebesar
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Tuan RM. Asumsi bahwa tarif P3B antara Indonesia dan Singapura atas
pemberian jasa saat terjadinya transaksi sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto.

» Apabila Tuan RM tidak menyerahkan tanda terima SKD WPLN kepada PT KIM pada saat dilakukannya pemotongan pajak,
maka PT KIM harus membuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif umum sebesar 20% (dua puluh persen) dari
jumlah bruto.

* Namun, apabila Tuan RM menyerahkan Tanda Terima SKD WPLN pada saat dilakukannya pemotongan pajak, maka PT KIM
harus membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif sesuai P3B yaitu sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto.

» Atas transaksi tersebut, penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dengan fasilitas tarif 0% (nol persen) dapat dilakukan
apabila sistem dapat memvalidasi nomor tanda terima SKD WPLN tersebut.
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PPh Pasal 21/26

PEMBETULAN/PEMBATALAN/PENAMBAHAN
BUKTI POTONG



Ketentuan Pembetulan/Pembatalan Bukti Potong

&:

Syarat
Pembetulan/
Pembatalan

Pasal 10 PER-11/PJ/2025

Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau
pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT

Masa PPh Pasal 21/26 untuk Masa Pajak yang bersangkutan;
atau

Bukti pemotongan PPh Pasal 21/26:

* Belum diajukan keberatan;

* Diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan

» Diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh WP dan Direktur
Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan
WP tersebut,

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang perpajakan
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Ketentuan Penambahan Bukti Potong

Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau
Syarat pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT

Penambahan Masa PPh Pasal 21/26 untuk Masa Pajak yang bersangkutan;

Pasal 10 PER-11/PJ/2025
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Pembetulan Bukti Potong

Nomor Bukti Potong dan Masa Pajak
Pembetulan = yang dibetulkan

Q Syarat
4 Pembetulan

Status Bukti Potong: “Pembetulan”

Pembetulan dapat

dilakukan selain atas:

« Nomor

* Masa Pajak

* |dentitas Penerima
Penghasilan

Tanggal pembetulan sesuai tanggal penerbitan Bukti
Pemotongan PPh Pasal 21/26 pembetulan

Jika pemotong telah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26,
maka pembetulan bukti potong wajib dilaporkan dalam SPT
Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan.

OO0
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Contoh Kasus 1# - Pembetulan

(KARENA KURANG DIPOTONG)

Pada tanggal 16 Maret 2025 Kementerian ABC membuat Bukti
Pemotongan PPh Pasal 21/26 nomor 2500002AF untuk pemotongan PPh
Pasal 21 atas jasa perbaikan komputer atas nama Tuan NF sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Setelah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Maret 2025,
Kementerian ABC pada tanggal 25 April 2025 menemukan kesalahan
pemotongan PPh Pasal 21 tersebut yang semula sebesar Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah).

Kementerian ABC harus membuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26
pembetulan atas Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 nomor 2500002AF.
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Contoh Kasus 1# - Pembetulan (Lanjutan)

Uraian Bupot yang Bupot
dibetulkan Pembetulan
Nomor 2500002AF 2500002AF
Status Bukti Pemotongan Normal Pembetulan
Identitas WP yang dipotong Tn. NF Tn.NF
Masa Pajak (mm-yyyy) 03-2025 03-2025
Kode Objek Pajak 21-100-20 21-100-20
PPh yang dipotong (Rp) 1.000.000 1.250.000
Tanggal 16 Maret 2025 25 April 2025
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Contoh Kasus 1# - Pembetulan (Lanjutan)

KONSEKUENSI:

pembetulan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut
mengakibatkan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong menjadi lebih
besar

Kementerian ABC wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26
Pembetulan

Kekurangan pembayaran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh
ribu rupiah) wajib dilunasi dengan menggunakan deposit pajak atau
billing Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterbitkan oleh sistem
berdasarkan draf SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan
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Contoh Kasus 2# - Pembetulan

(KARENA LEBIH DIPOTONG)

Pada bulan April 2025, PT CAB menerima komplain dari Tuan AS
sehubungan dengan kesalahan pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal
21/26 nomor 2500069AK yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2025.

Dalam suratnya, Tuan AS menyatakan bahwa biaya jasa konsultan yang
ditagih ke PT CAB hanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),
bukan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana
tercantum pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 nomor 2500069AK.

PT CAB harus membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 pembetulan
atas Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 nomor 2500069AK.
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Contoh Kasus 2# - Pembetulan (Lanjutan)

Uraian Bupot yang Bupot
dibetulkan Pembetulan

Nomor 2500069AK 2500069AK
Status Bukti Pemotongan Normal Pembetulan
Identitas WP yang dipotong Tn. AS Tn.AS
Masa Pajak (mm-yyyy) 01-2025 01-2025
Kode Objek Pajak 21-100-07 21-100-07
Jumlah Penghasilan Bruto 15.000.000 5.000.000
Dasar Pengenaan Pajak 7.500.000 2.500.000
Tarif 5% 5%
PPh yang dipotong (Rp) 375.000 125.000
Tanggal 10 Januari 2025 26 April 2025
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Contoh Kasus 2# - Pembetulan (Lanjutan)

KONSEKUENSI:

pembetulan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut
mengakibatkan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong menjadi lebih
kecil

PT CAB wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Pembetulan
kelebihan pemotongan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh

ribu rupiah) dapat dikompensasikan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
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Pembatalan Bukti Potong

Nomor Bukti Potong dan Masa Pajak
Pembatalan = yang dibatalkan

@/| Syarat
&:: Pembatalan

Status Bukti Potong: “Pembatalan”

Pembatalan dapat
dilakukan dalam hal
transaksi yang
terutang PPh Pasal
21/26 telah dibatalkan

Tanggal bukti potong PPh 21/26 pembatalan merupakan
tanggal pembatalan bukti potong tersebut

OO0

Jika pemotong telah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26,
maka pembatalan bukti potong wajib menyampaikan SPT Masa
PPh Pasal 21/26 pembetulan.
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Contoh Kasus - Pembatalan

CV IPD pada 25 Juni 2025 membuat kesepakatan dengan Tuan KS untuk

menyewa jasa fotografi selama acara pameran dengan nilai kontrak

sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Biaya tersebut akan dibayar dalam 3 (tiga) kali angsuran, yaitu:

1. 30% atau Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dibayar pada
tanggal 25 Juni 2025;

2. 30% atau Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dibayar pada
tanggal 5 Agustus 2025; dan

3. Sisanya akan dibayar pada tanggal 20 Agustus 2025.

Atas pembayaran sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
pada tanggal 25 Juni 2025, CV IPD membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal
21/26 dengan nomor 2500077AR. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26
tersebut telah dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Juni
2025.
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Contoh Kasus - Pembatalan (lanjutan)

Menjelang pembayaran kedua, pada tanggal 4 Agustus 2025, CV IPD
mengajukan komplain ke Tuan KS karena hasil foto tidak sesuai dengan
kesepakatan.

CV IPD memutuskan untuk membatalkan kontrak serta meminta agar
semua biaya yang telah dibayarkan untuk dikembalikan. CV IPD harus
membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 pembatalan atas Bukti
Pemotongan PPh Pasal 21/26 nomor 2500077AR.
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Contoh Kasus - Pembatalan (lanjutan)

Uraian Bupot yang Bupot
dibatalkan Pembatalan

Nomor 2500077AR 2500077AR
Status Bukti Pemotongan Normal Pembatalan
ldentitas WP yang dipotong Tn. KS Tn.KS
Masa Pajak (mm-yyyy) 06-2025 06-2025
Kode Objek Pajak 21-100-20 21-100-20
Jumlah Penghasilan Bruto 18.000.000 18.000.000
Dasar Pengenaan Pajak 9.000.000 9.000.000
Tarif 5% 5%
PPh yang dipotong (Rp) 450.000 450.000
Tanggal 25 Juni 2025 4 Agustus 2025

® dhaniswarase



Contoh Kasus - Pembatalan (lanjutan)

KONSEKUENSI:

CV IPD menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan melalui
Portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi
dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Oleh karena pembatalan Bukti Pemotongan 21/26 menyebabkan
kelebihan penyetoran pajak, kelebihan dimaksud dapat
dikompensasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan.
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Penambahan Bukti Potong

Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bupot PPh Pasal 21/26 tambahan merupakan Masa Pajak
terjadinya transaksi yang terutang pajak

Tanggal yang dicantumkan pada Bupot PPh Pasal 21/26 tambahan merupakan tanggal saat
penerbitan Bupot PPh Pasal 21/26 tambahan

Penambahan dapat dilakukan sepanjang SPT Masa PPh Pasal 21/26 masih dapat dilakukan
pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Penambahan Bupot PPh Pasal 21/26 wajib dilaporkan oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 dalam SPT
Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan

Pemotong PPh Pasal 21/26 harus memberikan Bupot PPh Pasal 21/26 tambahan kepada penerima
penghasilan. Pemberian Bupot PPh Pasal 21/26 tambahan kepada penerima penghasilan dapat
dilakukan melalui Portal Wajib Pajak

® dhaniswarase



Contoh Kasus - Penambahan Bukti Potong

Pada tanggal 2 Agustus 2025, PT DEF menyadari adanya transaksi
pembayaran imbalan jasa penerjemah ke Tuan LL sebesar Rp9.000.000,00
(sembilan juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 12 Februari 2025
ternyata belum dibuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26.

Atas transaksi tersebut, PT DEF harus membuat Bukti Pemotongan Pasal
21/26 tambahan dan melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26
o Masa Pajak Februari 2025.

Nomor yang diberikan pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 tambahan
oleh modul eBupot yaitu nomor Bukti Pemotongan 2500086AM.
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Contoh Kasus - Penambahan Bukti Potong (Lanjutan)

Uraian Bupot tambahan
yang dibuat
Nomor 2500086AM
|dentitas WP yang dipotong Tn. LL
N\ Masa Pajak (mm-yyyy) 02-2025
Kode Objek Pajak 21-100-07
Jumlah Penghasilan Bruto 9.000.000
o Dasar Pengenaan Pajak 4.500.000
Tarif 5%
PPh yang dipotong (Rp) 225.000
Tanggal 2 Agustus 2025
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Contoh Kasus - Penambahan (lanjutan)

KONSEKUENSI:

* Penambahan Bupot PPh Pasal 21/26 mengakibatkan jumlah PPh Pasal
21 yang harus dipotong menjadi lebih besar

* PT DEF wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan
melalui Portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi
dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

» Kekurangan pembayaran sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh
lima ribu rupiah) wajib dilunasi dengan menggunakan deposit pajak
atau billing SSP yang diterbitkan oleh sistem berdasarkan draf SPT
Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan
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PPh Pasal 21/26

PENGHASILAN PEGAWAI TETAP DTP & NON-DTP
OLEH INSTANSI PEMERINTAH



PEGAWAI TETAP YANG MENERIMA PENGHASILAN
PPH DTP & NON-DTP
YANG KEDUANYA DITERIMA PADA MASA PAJAK
SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR
OLEH INSTANSI PEMERINTAH




Bupot Yang Bersifat Tidak Final
(Penghasilan Teratur DTP + Tidak Teratur NonDTP)

£ £

DTP +
Non-DTP

DTP +
Non-DTP

Selain Masa Pajak Masa Pajak
Terakhir Terakhir



Bupot Yang Bersifat Tidak Final
(Penghasilan Teratur DTP + Tidak Teratur NonDTP)

Jika keduanya diterima di masa selain masa pajak terakhir, Pemotong PPh
E Pasal 21/26 menghitung pemotongan secara terpisah, yaitu:
)

1. atas penghasilan dengan PPh yang ditanggung pemerintah; dan
DTP + : : : :
Non-DTP 2. atas penghasilan dengan PPh yang tidak ditanggung pemerintah;

berdasarkan tarif efektif masing-masing penghasilan
Selain Masa Pajak

Terakhir
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Contoh Kasus - Selain Masa Pajak Terakhir

Tuan X merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di
Kementerian ABC sejak Januari 2025, berstatus menikah dengan 1 (satu)

E orang anak.
)

DTP + Tuan X menerima gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp15.000.000,00
Non-DTP (lima belas juta rupiah) setiap bulan dan atas penghasilan gaji dan
tunjangan kinerja tersebut tidak ditanggung pemerintah.

Selain Masa Pajak Pada bulan April 2025, Tuan X menerima tunjangan/insentif yang hanya
Terakhir diberikan pada bulan tersebut sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta
rupiah) dan PPh atas tunjangan/insentif tersebut ditanggung pemerintah
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Bupot Yang Bersifat Tidak Final
(Penghasilan Teratur DTP + Tidak Teratur NonDTP)

* PPh terutang untuk Penghasilan DTP
Penghasilan : Rp17.000.000,00

E PTKP : K/1
(V) Tarif TER Kategori B: 7%
DTP + PPh DTP = 7% x Rp17.000.000,00 = Rp1.190.000,00

Non-DTP

* PPh terutang untuk Penghasilan Non-DTP
Penghasilan : Rp15.000.000,00
Selain Masa Pajak PTKP : K/1
Terakhir Tarif TER Kategori B: 6%
PPh yang dipotong = 6% x Rp15.000.000,00 = Rp900.000,00
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Bupot Yang Bersifat Tidak Final
(Penghasilan Teratur DTP + Tidak Teratur NonDTP)

DTP +
Non-DTP

DTP +
Non-DTP

Selain Masa Pajak Masa Pajak
Terakhir Terakhir



Bupot Yang Bersifat Tidak Final
(Penghasilan Teratur DTP + Tidak Teratur NonDTP)

(Bagian 1)

Pada Masa Pajak terakhir harus dilakukan penghitungan kembali atas
penghasilan dengan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah dan
penghitungan atas penghasilan dengan PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung

E@ pemerintah, dengan langkah-langkah:

DTP + 1. Hitung PPh 21 seluruh penghasilan dalam satu tahun pajak atau bagian

Non-DTP tahun pajak (DTP + Non-DTP) --> Tarif Pasal 17 ayat (1)a UU PPh

2. Hitung PPh 21 hanya atas penghasilan dengan PPh yang Non-DTP
dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak --> Tarif Pasal 17 ayat (1)a
UU PPh

3. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka (2) merupakan
jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang dalam satu Tahun Pajak atau
Bagian Tahun Pajak yang harus dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21/26;

Masa Pajak
Terakhir



&

DTP +
Non-DTP

Masa Pajak
Terakhir

Bupot Yang Bersifat Tidak Final
(Penghasilan Teratur DTP + Tidak Teratur NonDTP)

(Bagian 2)

4. Hitung PPh Pasal 21 terutang pada masa pajak terakhir atas penghasilan

5.

non-DTP dengan mengurangi hasil perhitungan angka (2) dengan jumlah

PPh yang telah dipotong pada masa pajak selain masa pajak terakhir.

Jika:

« > 0:Jumlah PPh yang harus dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21/26

* <0 :Jumlah kelebihan pemotongan masa pajak terakhir yang harus
dikembalikan kepada penerima penghasilan

« = 0:jumlah PPh Pasal 21 yang terutang pada masa pajak terakhir adalah
nihil

Tentukan besarnya PPh 21 yang harus DTP dalam satu tahun pajak atau

bagian tahun pajak dengan cara mengurangi hasil perhitungan angka (1)

dan (2)



Bupot Yang Bersifat Tidak Final
(Penghasilan Teratur DTP + Tidak Teratur NonDTP)

(Bagian 3)

7. hasil penghitungan pada angka (6) selanjutnya dikurangi dengan jumlah
PPh yang DTP pada Masa Pajak selain Masa Pajak terakhir sehingga
- diperoleh PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah yang harus
E@ disesuaikan oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 pada Masa Pajak terakhir;
8. lJika:

DTP + * > 0:jumlah PPh yang ditanggung pemerintah yang harus disesuaikan

Non-DTP Kembali oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 pada Masa Pajak terakhir

« < 0 : merupakan kelebihan pemotongan yang tidak dapat dikembalikan
kepada penerima penghasilan

« =0:jumlah PPh Pasal 21 yang DTP pada Masa Pajak terakhir sebesar
nihil sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian Kembali oleh Pemotong
PPh Pasal 21/26 pada Masa Pajak terakhir

Masa Pajak
Terakhir



Bupot Yang Bersifat Tidak Final
(Penghasilan Teratur DTP + Tidak Teratur NonDTP)

(Bagian 4)

Pemotong PPh Pasal 21/26 harus membuat, menyimpan dan melaporkan
D catatan atas masing-masing pemotongan PPh, baik PPh yang ditanggung
E@ pemerintah maupun PPh yang tidak ditanggung pemerintah.

DTP + Dalam hal modul eBupot belum dapat memfasilitasi pembuatan,
Non-DTP penyimpanan dan/atau pelaporan catatan dimaksud maka pembuatan,
penyimpanan dan/atau pelaporan catatan dimaksud dibuat secara
terpisah oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 dan disampaikan melalui Portal

Masa Pajak 15aM ¢ al cl/c | | .
Terakhir Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem

administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
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Contoh Kasus -Masa Pajak Terakhir

Tuan X merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di
Kementerian ABC sejak Januari 2025, berstatus menikah dengan 1 (satu)

E orang anak.
)

Tuan X menerima gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp15.000.000,00
DTP + ) : : : : )
(lima belas juta rupiah) setiap bulan dan atas penghasilan gaji dan
Non-DTP : S : : :
tunjangan kinerja tersebut tidak ditanggung pemerintah.
Masa Pajak Pada bulan April 2025, Tuan X menerima tunjangan/insentif yang hanya
Terakhir diberikan pada bulan tersebut sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta

rupiah) dan PPh atas tunjangan/insentif tersebut ditanggung pemerintah
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Contoh Kasus -Masa Pajak Terakhir

Langkah 1:
PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan dalam satu Tahun
Pajak atau Bagian Tahun Pajak

o Penghasilan Bruto setahun Rp197.000.000
E (Rp15.000.000 x 12) + Rp17.000.000
Biaya jabatan Rp_6.000.000 -
DTP + 5%x Rp197.000.000 (maks. Rp6.000.000)
Non-DTP Penghasilan Neto Setahun Rp 191.000.000
. PTKP (K/1) Rp  63.000.00 -
Masa Pajak _ _
Terakhir Penghasilan Kena Pajak Rp128.000.000

PPh terutang setahun

5% x Rp60.000.000 = Rp 3.000.000
15% xRp68.000.000 = Rp10.200.000 +

Rp 13.200.000
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Contoh Kasus -Masa Pajak Terakhir

Langkah 2:
PPh Pasal 21 terutang hanya atas penghasilan dengan PPh yang
tidak ditanggung pemerintah

o Penghasilan Bruto setahun Rp 180.000.000
E (Rp15.000.000 x 12)
Biaya jabatan Rp_6.000.000 -
DTP + 5%x Rp180.000.000 (maks. Rp6.000.000)
Non-DTP Penghasilan Neto Setahun Rp 174.000.000
. PTKP (K/1) Rp_ 63.000.00 -
Masa Pajak _ _
Terakhir Penghasilan Kena Pajak Rp 111.000.000

PPh terutang setahun

5% x Rp60.000.000 = Rp 3.000.000
15% xRp51.000.000 = Rp 7.650.000 +

Rp 10.650.000
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Contoh Kasus -Masa Pajak Terakhir

Langkah 3:

Nilai PPh Pasal 21 seharusnya terutang dalam satu Tahun Pajak atau
Bagian Tahun Pajak yang harus dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21/26
sebesar Rp10.650.000,

E Langkah 4:
) Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang masa pajak terakhir atas
DTP + penghasilan non-DTP
Non-DTP
PPh tidak termasuk penghasilan non-DTP Rp 10.650.000
Masa Pajak PPh yang telah dipotong selain masa pajak Rp 9.900.000 -
Terakhir terakhir (6%xRp15.000.000x11)
PPh kurang (lebih) dipotong masa pajak Rp  750.000

terakhir
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Contoh Kasus -Masa Pajak Terakhir

Langkah 5:
PPh Pasal 21 terutang pada Masa Pajak terakhir yang harus dipotong
oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 sebesar Rp750.000,00

3 Langkah 6:
E@ Penghitungan PPh Pasal 21 yang DTP dalam satu Tahun Pajak atau
9 9 yang J
DTP + Bagian Tahun Pajak
Non-DTP
PPh atas seluruh penghasilan Rp 13.200.000
Masa Pajak PPh tidak termasuk penghasilan yang PPh Rp 10.650.000 -
Terakhir DTP
PPh DTP Setahun Rp 2.550.000
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Contoh Kasus -Masa Pajak Terakhir

Langkah 7:
Penghitungan PPh Pasal 21 yang DTP pada suatu masa pajak
terakhir
B PPh DTP Setahun Rp 2.550.000
E@ PPh DTP April 2025 Rp 1.190.000 -
DTP + PPh DTP Masa Pajak Terakhir Rp 1.360.000
Non-DTP
Langkah 8:
Masa Pajak Pada bupot BPA1 Tn.X, nilai:
Terakhir * Rp13.200.000 --> nilai yang dapat dikreditkan di SPT Tahunan

* Rp750.000 --> PPh Pasal 21/26 yang dipotong di masa pajak terakhir
* Rp1.360.000 --> PPh Pasal 21/26 DTP yang harus disesuaikan Kembali
pada masa pajak terakhir

® dhaniswarase



PEGAWAI TETAP YANG MENERIMA PENGHASILAN
PPH DTP & NON-DTP
YANG KEDUANYA DITERIMA PADA MASA PAJAK TERAKHIR
OLEH INSTANSI PEMERINTAH




Bupot Yang Bersifat Tidak Final
(Penghasilan Teratur DTP + Tidak Teratur NonDTP)

Dalam hal terdapat penghasilan yang PPh-nya ditanggung
E pemerintah dan penghasilan yang PPh-nya tidak ditanggung
(V) pemerintah dan kedua penghasilan dimaksud diterima pada Masa

Pajak terakhir,
maka penghitungan PPh yang ditanggung pemerintah dan yang tidak
ditanggung pemerintah dilakukan dengan cara sebagaimana
dimaksud pada angka 1) huruf b) berdasarkan tarif Pasal 17

Keduanya ayat (1) Undang-Undang PPh.

diterima di
Masa Pajak Terakhir

DTP +
Non-DTP
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Contoh Kasus - Keduanya di Masa Pajak Terakhir

&

DTP +
Non-DTP

Keduanya
diterima di
Masa Pajak Terakhir

Tuan X merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di
Kementerian ABC sejak Januari 2025, berstatus menikah dengan 1 (satu)
orang anak.

Tuan X menerima gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp15.000.000,00
(lima belas juta rupiah) setiap bulan dan atas penghasilan gaji dan
tunjangan kinerja tersebut tidak ditanggung pemerintah.

Pada bulan Desember 2025, Tuan X menerima tunjangan/insentif yang
hanya diberikan pada bulan tersebut sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh
belas juta rupiah) (bukan bulan April) dan PPh atas tunjangan/insentif
tersebut ditanggung pemerintah
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Contoh Kasus - Keduanya di Masa Pajak Terakhir

&

DTP +
Non-DTP

Keduanya
diterima di
Masa Pajak Terakhir

Langkah 1

Penghasilan Bruto setahun
(Rp15.000.000 x 12)+Rp17.000.000

Biaya jabatan
5%x Rp180.000.000 (maks. Rp6.000.000)

Penghasilan Neto Setahun
PTKP (K/1)

Penghasilan Kena Pajak
PPh terutang setahun

5% x Rp60.000.000 = Rp 3.000.000
15% xRp68.000.000 = Rp10.200.000 +

PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan dalam satu tahun
pajak atau bagian tahun pajak

Rp 197.000.000

Rp_ 6.000.000

Rp 191.000.000
Rp_ 63.000.00

Rp 128.000.000

Rp 13.200.000
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Contoh Kasus - Keduanya di Masa Pajak Terakhir

&

DTP +
Non-DTP

Keduanya
diterima di
Masa Pajak Terakhir

Langkah 2:

Penghasilan Bruto setahun
(Rp15.000.000 x 12)

Biaya jabatan
5%x Rp180.000.000 (maks. Rp6.000.000)

Penghasilan Neto Setahun
PTKP (K/1)

Penghasilan Kena Pajak
PPh terutang setahun

5% x Rp60.000.000 = Rp 3.000.000
15% xRp51.000.000 = Rp 7.650.000 +

PPh Pasal 21 terutang hanya atas Penghasilan dengan PPh yang
Tidak Ditanggung Pemerintah

Rp 180.000.000

Rp_ 6.000.000

Rp 174.000.000
Rp_ 63.000.00

Rp 111.000.000

Rp 10.650.000
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Contoh Kasus - Keduanya di Masa Pajak Terakhir

&

DTP +
Non-DTP

Keduanya
diterima di
Masa Pajak Terakhir

Langkah 3:

Nilai PPh Pasal 21 seharusnya terutang dalam satu Tahun Pajak atau
Bagian Tahun Pajak yang harus dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21/26
sebesar Rp10.650.000,

Langkah 4:

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang masa pajak terakhir atas
penghasilan non-DTP

PPh tidak termasuk penghasilan non-DTP Rp 10.650.000

PPh yang telah dipotong selain masa pajak Rp 9.900.000 -
terakhir (6%xRp15.000.000x11)

PPh kurang (lebih) dipotong masa pajak Rp  750.000
terakhir
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Contoh Kasus - Keduanya di Masa Pajak Terakhir

&

DTP +
Non-DTP

Keduanya
diterima di
Masa Pajak Terakhir

Langkah 5:

PPh Pasal 21 terutang pada Masa Pajak terakhir yang harus dipotong
oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 sebesar Rp750.000,00

Langkah 6:

Penghitungan PPh Pasal 21 yang DTP dalam satu Tahun Pajak atau
Bagian Tahun Pajak

PPh atas seluruh penghasilan Rp 13.200.000

PPh tidak termasuk penghasilan yang PPh Rp 10.650.000 -
DTP

PPh DTP Setahun Rp 2.550.000
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Contoh Kasus - Keduanya di Masa Pajak Terakhir

&

DTP +
Non-DTP

Keduanya
diterima di
Masa Pajak Terakhir

L angkah 7:

PPh yang ditanggung pemerintah pada masa pajak terakhir adlaah
sebesar Rp2.550.000,00

Langkah 8:

Pada bupot BPA1 Tn.X, nilai:

* Rp13.200.000 --> nilai yang dapat dikreditkan di SPT Tahunan

* Rp750.000 --> PPh Pasal 21/26 yang dipotong di masa pajak terakhir

* Rp2.550.000 --> PPh Pasal 21/26 DTP yang harus disesuaikan Kembali
pada masa pajak terakhir
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Catatan yang harus dibuat dan disampaikan Pemotong

Bukti Pemotongan

PPh Pasal 21 DTP dan non-DTP

PPh Pasal 21 KB/(LB) DTP

PPh Pasal 21 KB/(LB) non-DTP

No NPWP/NIK Nama Nomor Tanggal PPh Terutang | Kredit Pajak Jan KB/(LB) Masa PPh Terutang | Kredit Pajak Jan KB/(LB) Masa PPh Terutang | Kredit Pajak Jan | KB/(LB) Masa
Setahun s.d. Nov Pajak Terakhir Setahun s.d. Nov Pajak Terakhir Setahun s.d. Nov Pajak Terakhir
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14
1 NIK Tn. X X No. Bupot |Tgl. Bupot 13.200.000 11.090.000 2.110.000 2.550.000 1.190.000 1.360.000 10.650.000 9.900.000 750.000
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PPh Pasal 21/26

PEGAWAI TERTENTU YANG MENDAPAT FASILITAS
PPh DTP & BERSIFAT FINAL



Bupot (cantumkan Nomor Surat

E Persetujuan Pemanfaatan Fasilitas) g
A E:

Pemberi Kerja
Tertentu

bertempat tinggal, bertempat kedudukan, atau
bertempat kegiatan usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara;
memiliki NPWP yang terdaftar di KPP yang wilayah
kerjanya meliputi wilayah lbu Kota Nusantara atau
memiliki identitas perpajakan di tempat kegiatan usaha
yang berada di wilayah Ibu Kota Nusantara;

telah menyampaikan surat pemberitahuan pemanfaatan
fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat
final kepada Direktur Jenderal Pajak dan telah
mendapatkan validasi oleh Direktur Jenderal Pajak; dan
telah menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan
fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat
final kepada Direktur Jenderal Pajak.

Fasilitas PPh DTP (Final)

Pegawai
Tertentu

* menerima atau memperoleh penghasilan dari
pemberi kerja tertentu;

» bertempat tinggal di Ibu Kota Nusantara; dan

« memiliki NPWP yang terdaftar di Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya
meliputi wilayah lbu Kota Nusantara.

Dalam hal pegawai tertentu yang merupakan pegawai tetap
pindah bekerja atau dipindahtugaskan dari selain pemberi kerja
tertentu ke pemberi kerja tertentu dalam Tahun Pajak berjalan,
maka atas Masa Pajak terakhir saat pegawai yang
bersangkutan berhenti bekerja atau dipindahtugaskan,
dibuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir BPAT
dengan kode objek pajak 21-100-01.
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Contoh Kasus Pindah Kerja

(dari Selain Pemberi Kerja Tertentu ke Pemberi Kerja Tertentu)

EE: % EE:

Selain Pemberi Tuan ¥ Pemberi Kerja
Kerja Tertentu TJuni 2025 Tertentu

PT CDE Cab.Bandung PT CDE Cab.IKN

Tuan Y merupakan pegawai tetap yang bekerja di PT CDE cabang Bandung sejak tahun
2022. Pada tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan akhir tahun 2025, Tuan Y pindah bekerja
dari cabang Bandung ke cabang PT CDE yang berlokasi di Ibu Kota Nusantara dan
merupakan pemberi kerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri

Keuangan yang mengatur mengenai fasilitas perpajakan dan kepabeanan di ibu kota
nusantara.
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Contoh Kasus Pindah Kerja

(dari Selain Pemberi Kerja Tertentu ke Pemberi Kerja Tertentu)

Dilaporkan dalam penghasilan yang
dikenakan PPh Final dalam SPT Tahunan Tn.Y

PT CDE PT CDE
Kantor Pusat PT CDE melaporkan PPh 21 Cab.IKN Cab.IKN
Dengan NITKU PT CDE Cabang Bandung Bupot Bulanan 21 DTP Final Bupot A1 DTP
Dalam SPT Masa PPh 21/26 PT CDE (21-100-32) (21-100-32)
)
/ \ t
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Jul Agt Set Okt Nov Des
....................................................................................................... ?..‘...)‘
|
Kantor Pusat PT CDE melaporkan PPh 21
c bP; CZE c bP; CZE Dengan NITKU PT CDE Cabang IKN
ab.bandung ab-pancung dalam SPT Masa PPh 21/26 PT CDE
Bupot Bulanan Bupot Al
(21-100-01) (21-100-01)

Dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan Tn.Y 4—|
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Contoh Kasus Pindah Kerja

(dari Pemberi Kerja Tertentu ke Selain Pemberi Kerja Tertentu)

Pemberi Kerja Tuan W
Tertentu 1 Agustus 2025

2;%@:

Selain Pemberi
Kerja Tertentu

PT PQR Cab.IKN

PT FGH Semarang

Tuan W merupakan pegawai tetap yang bekerja di PT PQR yang berlokasi di Ibu Kota
Nusantara dan merupakan pemberi kerja tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan
Menteri Keuangan yang mengatur mengenai fasilitas perpajakan dan kepabeanan di Ibu

Kota Nusantara sejak tahun 2024. Pada tanggal 1 Agustus 2025, Tuan W pindah bekerja
ke PT FGH yang berlokasi di Semarang.
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Contoh Kasus Pindah Kerja

(dari Pemberi Kerja Tertentu ke Selain Pemberi Kerja Tertentu)

Dapat dikreditkan dalam
SPT Tahunan Tn.Y

PT FGH PT FGH
PT PQR melaporkan PPh 21 Bupot Bulanan Bupot AT
Dalam SPT Masa PPh 21/26 PT PQR (21-100-01) (21-100-01)
)
/ \ t
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Jul Agt Set Okt Nov Des
.............................................................................................................................................. ?‘...’
|
PT FGH melaporkan PPh 21
PT PQR PT PQR
IKN IKN dalam SPT Masa PPh 21/26 PT FGH
Bupot Bulanan DTP Final Bupot AT
(21-100-32) (21-100-32)

Dilaporkan dalam penghasilan yang dikenakan PPh Final
dalam SPT Tahunan Tn.Y
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Kasus Tidak Mendapatkan Fasilitas

(karena pemberi kerja tidak menyampaikan laporan realisasi)

=%E= x

Pemberi Kerja
Tertentu

Laporan Realisasi

Dalam hal pada Masa Pajak tertentu dalam tahun berjalan pegawai tertentu yang merupakan pegawai
tetap tidak mendapatkan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final karena pemberi
kerja tertentu tidak memenuhi ketentuan pelaporan realisasi, maka atas Masa Pajak tertentu yang tidak
mendapatkan fasilitas tersebut dibuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir BP21 dengan kode
objek pajak 21-100-37, selanjutnya untuk Masa Pajak yang mendapatkan fasilitas PPh Pasal 21
ditanggung pemerintah dan bersifat final dibuatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir BPAT
pada Masa Pajak terakhir atas seluruh penghasilan yang mendapatkan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung
pemerintah dan bersifat final.
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Contoh Kasus Tidak Mendapatkan Fasilitas

(karena pemberi kerja tidak menyampaikan laporan realisasi)

2

Tuan F

Tuan F merupakan pegawai tetap yang bekerja di PT HIJ yang berlokasi di Ibu Kota Nusantara
dan merupakan pemberi kerja tertentu. Tuan F belum pernah menikah dan tidak memiliki
tanggungan hingga awal tahun 2025.

Setiap bulan selama tahun 2025, Tuan F menerima penghasilan bruto sebesarRp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh PT HLJ.

PT HIJ tidak menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung
pemerintah dan bersifat final kepada Direktur Jenderal Pajak untuk Masa Pajak Maret dan

April 2025, sedangkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk Masa Pajak tersebut telah
disampaikan dengan melaporkan pemanfaatan fasilitas PPh Pasal 21.
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Contoh Kasus Tidak Mendapatkan Fasilitas

(karena pemberi kerja tidak menyampaikan laporan realisasi)

Atas setiap Masa Pajak selama tahun 2025, PT HIJ melakukan pemotongan PPh Pasal 21
bulanan dengan menggunakan kode objek pajak 21-100-32 yang dilaporkan dalam SPT Masa
PPh Pasal 21/26.

Atas Masa Pajak Maret dan April 2025 yang laporan realisasinya tidak disampaikan oleh PT HIJ,
PT HIJ wajib menyetorkan PPh Pasal 21 terutang untuk Masa Pajak Maret dan April 2025
dengan menggunakan Formulir BP21, sifat pemotongan final, dan kode objek pajak 21-100-
37. Berikut penghitungan PPh yang wajib disetor PT HIJ:
* Masa Maret 2025

2% X Rp10.000.000= Rp 200.000
« Masa April 2025

2% X Rp10.000.000=Rp 200.000
Tarif sebesar 2% sesuai dengan Tarif Bulanan Efektif Kategori A
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Contoh Kasus Tidak Mendapatkan Fasilitas

(karena pemberi kerja tidak menyampaikan laporan realisasi) - Lanjutan

Karena PT HIJ telah melaporkan pemotongan PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Maret dan April
2025 milik Tuan F dan telah melaporkan pemanfaatan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung
pemerintah dan bersifat final pada SPT Masa PPh Masa Pajak Maret dan April 2025, maka PT
HIJ harus:

« membatalkan pemotongan PPh Pasal 21/26 dimaksud

* membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir BP21, dan

* melakukan pembetulan SPT Masa PPh Masa Pajak Maret dan April 2025

Pada Masa Pajak Desember, PT HIJ wajib membuat, menyerahkan, dan melaporkan Bukti
Pemotongan PPh Pasal21/26 atas Masa Pajak Januari sampai dengan Desember dengan
menggunakan Formulir BPA1 dan kode objek pajak 21-100-32.

Berikut penghitungan Formulir BPAT untuk Tuan F yang wajib dilakukan oleh PT HL:
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Contoh Kasus Tidak Mendapatkan Fasilitas

(karena pemberi kerja tidak menyampaikan laporan realisasi) - Lanjutan

Penghasilan Bruto Januari — Desember
Selain Maret dan April
(Rp10.000.000 x 10)

Biaya jabatan
5%x Rp100.000.000

Penghasilan Neto Setahun

PTKP (TK/0)

Penghasilan Kena Pajak

PPh terutang setahun

5% x Rp41.000.000 = Rp 3.000.000

Rp 100.000.000

Rp_ 5.000.000

Rp 95.000.000
Rp 54.000.000

Rp 41.000.000

Rp 2.050.000
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Contoh Kasus Tidak Mendapatkan Fasilitas

(karena pemberi kerja tidak menyampaikan laporan realisasi) - Lanjutan

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang pada Masa Pajak Terakhir PPh terutang setahun

PPh terutang setahun Rp 2.050.000

PPh yang telah dipotong selain masa pajak terakhir

(2%x Rp10.000.000 x 10) Rp_ 2.000.00 -
PPh kurang (lebih) dipotong Masa Pajak Terakhir Rp 50.000

PPh yang ditanggung pemerintah dan bersifat final pada Rp 50.000

Masa Pajak terakhir sebesar
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Contoh Kasus Tidak Mendapatkan Fasilitas

(karena pemberi kerja tidak menyampaikan laporan realisasi) - Lanjutan

Untuk Tahun Pajak 2025 Tuan F akan menerim:

* Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir BP21 masa Maret dan April 2025

« Formulir BPA1 yang wajib dilaporkan sebagai penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final
dalam SPT Tahunan Tuan F.

Dalam hal pemberi kerja tertentu menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang menyatakan
kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh Pasal 21 ditanggung
pemerintah dan bersifat final tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat dikompensasikan

Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final yang telah dipotong
dan diberikan fasilitas dalam tahun kalender lebih besar dari PPh Pasal 21 yang terutang untuk
1 (satu) Tahun Pajak, atas kelebihan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final
tidak dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan
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PPh Pasal 21/26

SPT MASA



MENTERLAN XELANGAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
-lr BN, NDONE S,
@ OIREKTORAY LQDERAL PaLAK ;‘#ﬁ‘;’:‘m?n SA’:PH lNDUK
MASA PAIAK TAMUN PAIAK STATUS

A DENTITAS PEMOTONG
Al NERPNK

A2 Nama

Al Namet

A No Twepon

B PASAK PENGHASILAN PASAL 21
| PALAK FENGMASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PENOTONGAN

NO LA KAR-KJS JUMLAN [Rp)
. £ ) "

1 FPh Pasal I yoaog Oipotong
Halsthan Pasyetonmn PPn Pasad 21 den Masa Pagh Sebedamnyn
] Pembayscan PP Pasal 21 Seagan SP20 (Mo arful Instns! Pamesah
4 PP Pasal 21 yang Kunmy JLetshy) Dty (1.2-3) (Apatabs ado st setiv shi Shorpensasdan
s PPh Passl 71 yorg Kuneng {Ledh) Disetr pade SFT yang DRenuian
§ PP Paas 21 yong Kurery (Lot} Deety Karena Pamtbetuion {4-5] dsabile scls Ledés Sebor shie dhompansssiar

£ PAM PENGHASILAK PAEAL 21 DITANGOUNG PEMERNTAH

NO LA KAPKIS JUMLAM (Rp)
C PAAX PENGHASILAN PASAL 3%

L PAJAR PENGHASILAN PASAL 26 YANG DILAKUKAN PENOTONGAN
NO LRAAN KA JUMUAH [Rp)
s < © )
1 PPh Paes 26 yang Dipotong
Naehun Pasyemran FPn Passl 256 dart Masa Pk Sebelurmngs
) Pamlagaran PPh Pasel N dongan 5F20 i e Iy Panedataly
L PPh Pasa 26 yang Nureng {Lebh) Desetor (1230 (Apabely ade ebeh sty shan dhompensashan)
$ FPh Pasal 36 yong Kurwng fLatt) Deetr padts SPT ;m; Doaudion

$ PR Passl 15 yang Xurwg (Lot Disatr Saremn Pombetuien (4-5] Asadia aule Lot Setor s (Shonpwniasian

£ PAJAK PENGHASILAN PABAL 20 DITANGGUNG PENERINTAM
NO RAIAN KAP-KJS JUMLAM [Rg)
(e e £ cs

1 PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PENOTOND

De Targya
Bs Preoyatasn 'Wigh Paoh

Pasal 3 PER-11/PJ/2025

SPT Masa 21/26

Sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan

penghitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21
dan/atau Pasal 26 yang sebenarnya terutang;

pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 21/26; dan

penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26
yang telah dipotong oleh Pemotong Pajak
Penghasilan 21/26

dalam 1 (satu) masa pajak sesuai ketentuan perundang-
undangan di bidang perpajakan

‘ dhaniswara86



SPT Masa 21/26

SPT Masa PPh Pasal 21/26 terdiri atas:
a. Induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26; dan
b. Lampiran, yang terdiri atas:

* Formulir L-1A - Daftar Pemotongan Bulanan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan
yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala serta bagi PNS, Anggota TNI/POLRI,
Pejabat Negara, dan Pensiunannya;

* Formulir L-IB - Daftar Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang
Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala serta bagi PNS, Anggota TNI/PORLI, Pejabat
Negara, dan Pensiunannya untuk Masa Pajak terakhir;

* Formulir L-1I - Daftar Pemotongan Satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak PPh Pasal 21 bagi
Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala serta bagi
PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, dan Pensiunannya; dan

« Formulir L-1ll - Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Selain
Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala

Pasal 11 ayat (1) PER-11/PJ/2025
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EEMENTERIAN L '\N'f s SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
FIE PLIEL I, DO P AK PENGHASILAM P |Hﬂ-|_||(
DRERTORAT JFHOHM P AN PATAL 31 DANSATAL A

MASE Pajan TAHUN PAIAK ETATUR

SPT Masa 21/26

NPWP/NIK Pemotong

Jumlah PPh 21 dipotong pada masa tersebut

T NP A
AT Nesa
AL Hamal

Ad Hg Tespon

L PAAY PTNOMASIL AN PALEL 11
L PASAS PERGHASILAN PASAL 7§ TAND DILAKURAN FEMOTONOAN
L] UHAAN LE JLIMILEH (R

i ai =3 [T

PP Fassl 71 pang Digssiong

Fpisbiur Perpmician PPy Pesal 11 den Mass P Sebelunmya
Prarrtmymrin PP Pasal 17 Ssngan SPTT ey uekel bidansl Pessomal]

Jumlah kelebihan pemotongan PPh 21 dari SPT 21/26
sebelumnya

~ Jumlah PPh 21 yang dibayar dengan SP2D (untuk
IP Pusat)

A PPhPassl 1 yang Mureg @ abih) Dk [1-3-3) pAjpfcls s bsdeh sl sl Rhnriyweisaniay)

Ph Fassl 1 yang Moreeg [Lsbih| sk pada 57T yeng Dibatulier

P Pomal 21 yang Suroeg Labih) Caeior Farens Pomcstuien (4-5) Apabda ade Labih Sakor sk dSompenrssdani

i PLAK PEMOHASILAN PASAL 37 DITANGOUNGD PEMIRMTAH
L wRaaN WAP-RLIS JUNSAH [Ripi
o . Wi "

C. PR AN PENOHATLAN PARAL I8
U PAN PEROHASILAN PASAL 4 vAMND DILAKUSAN PEMOTONLAN

L] URALN L LIS AH M)
w T L3 )

PPh Pansl 7% yang Dpotong
ikt P goind ar FPY P 76 den hls Pogs Satelumipa
1 Persteyman PP Pasal 16 dengan 5520 (anys ustal instansr Pessentai)

4 PPh P B paog Suroey Lanin) Cusior (1235 cApatds s i s o ey
[ | P T Il-"‘ yung Farpry Ladeh) Duwie poda 57T yang Dibeiufen
FPh Pt 7 yririg Pl g (L ety vl Pl Prartibethianin o8 5 (Ajialel ol [afah ek shi b oyl
i FAR PEWOMASH AN PAEAL 1 [NTANGOLUNG PEMEFINTAH
N [FLPATY] WARRIS JUMLEH R
e o . ax

O PEANTATAAN DAN TANDA TARGAN FEMOTDND

Véagil P

Hama

Prorr st Wasls Pk

Jumlah KB/(LB) Pemotongan PPh 21. Dalam hal LB, akan
— dikompensasi ke masa berikutnya

~—— Jumlah KB/(LB) Pemotongan PPh 21 dari angka 4 SPT 21/26

yang dibetulkan
Jumlah KB/(LB) Pemotongan PPh 21. Dalam hal LB akan
dikompensasikan ke masa-masa berikutnya

Jumlah PPh 21 ditanggung pemerintah selain penghasilan
tetap teratur PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara dan
pensiunannya
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Ketentuan Pembetulan SPT Masa

Kesalahan Pembatalan Pemotongan
Pengisian Bupot Transaksi Belum dilaporkan
Betulkan terlebih Batalkan terlebih Buat terlebih dahulu
dahulu Bupotnya dahulu Bupotnya Bupotnya

Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 tidak dapat dilakukan apabila telah disampaikan surat

pemberitahuan pemeriksaan atau surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan.

Pasal 12 PER-11/PJ/2025
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Ketentuan Pembetulan SPT Masa

Pembatalan
Transaksi

Kesalahan
Pengisian Bupot

Batalkan terlebih
dahulu Bupotnya

)

Betulkan terlebih
dahulu Bupotnya

Pemotongan
Belum dilaporkan

Buat terlebih dahulu
Bupotnya

Pajak Kurang Disetor:
Melunasi pajak terutang

Pasal 13 PER-11/PJ/2025

Pajak Lebih Disetor:

Kompensasi
(ke masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan)
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Kompensasi ke Masa Pajak Berikutnya

(Tanpa harus berurutan)

SPT Masa SPT Masa
‘ Maret 2025
SPT Masa Fe(gr(ﬁrfaggr)% (sudah lapor) SPT Masa
Januari 2025 P April 2025
2 Mei 2025

26 April 2025, PT CAB melaporkan Status Kurang Bayar
pembetulan Bukti Pemotongan PPh Pasal Rp5.000.000
21/26 yang dilakukan dengan membetulkan H
SPT Masa PPh Pasal 21/26 masa Januari :
2025.

Kompensasi LB
Status SPT Masa Januari 2025 (Pembetulan) (tidak berurutan)
Lebih Bayar (Rp250.000)
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PPh Pasal 21/26

KETENTUAN PERALIHAN & PENUTUP




Pembetulan SPT Masa Jan 2025,dst dalam hal terdapat
Kompensasi LB dari SPT Masa Desember yang periu dilakukan pembetulan

Des 2024
Dsb... Sep 24 Okt 24 Nov 24 yelf
: : Lebih
Bayar

kelebihan pemotongan pajak
dari hasil pembetulan SPT Masa
PPh Pasal 21/26 sebelum Masa
Pajak Desember 2024

Kompensasi ke masa pajak

. . berikutnya tanpa harus
Kompensasi ke masa pajak berurutan

Desember 2024

Dalam hal terdapat kelebihan pemotongan pajak dari hasil pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 sebelum Masa Pajak
Desember 2024, maka kelebihan tersebut dikompensasikan ke SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024
untuk selanjutnya dikompensasikan ke SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak berikutnya tanpa harus berurutan
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Pembetulan SPT Masa Jan 2025,dst dalam hal terdapat
Kompensasi LB dari SPT Masa Desember yang periu dilakukan pembetulan

Dalam hal perlu dilakukan pembetulan terhadap nilai kompensasi dari SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa
Pajak Desember 2024, baik SPT normal maupun pembetulan, yang telah diperhitungkan pada SPT Masa
PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Januari 2025 dan/atau seterusnya:

Apabila pembetulan mengakibatkan nilai kelebihan pemotongan pajak pada SPT Masa PPh

Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024 menjadi lebih besar dari sebelumnya:

« Wajib Pajak mengisi selisih lebih besar atas kelebihan pemotongan pajak tersebut pada angka 17
SPT Masa PPh Pasal 21/26 Pembetulan Masa Pajak Desember 2024; dan

« Selisih lebih besar atas kelebihan pemotongan pajak dikompensasikan ke SPT Masa PPh Pasal
21/26 Masa Pajak berikutnya tanpa harus berurutan, misalnya ke SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa
Pajak berikutnya yang belum disampaikan.
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Contoh Kasus Kelebihan Potong
(yang seharusnya lebih besar dari yang telah dilaporkan)

Pada tanggal 17 Januari 2025, PT FGH
menyampaikan SPT Masa PPh Pasal
21/26 Masa Pajak Desember 2024
dengan kelebihan pemotongan pajak
sebesar Rp100.000.000,00

(seratus juta rupiah), selain itu PT FGH
juga masih memiliki kelebihan
pemotongan pajak dari SPT Masa PPh
Pasal 21/26 Masa Pajak November 2024
sebesar Rp15.000.000,00 (lima

belas juta rupiah) yang dapat
dikompensasikan ke SPT Masa PPh

Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024.

SPT Masa

November 2024

Lebih Potong: ---- :

(Rp15.000.000)

SPT Masa
Desember 2024

17 Januari 2025

Lebih Potong:
(Rp100.000.000)

Kompensasi:
(Rp15.000.000)
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Contoh Kasus Kelebihan Potong (Lanjutan)

(yang seharusnya lebih besar dari yang telah dilaporkan)

g o L o L
SPT Masa Desember 2024 SPT Masa Januari 2025 SPT Masa Februari 2025
Sudah Lapor: Belum Lapor:
17 Januari 2025 25 Februari 2025 16 Februari 2025
SPT Normal SPT Pembetulan *  PPhdipotong Rp60.000.000 «  PPhdipotong XXX
» «  Kompensasi _(Rp115.000.000) *  Kompensasi  (Rp85.000.000) <—
e Lebih Potong: * Lebih Potong: * Lebih Bayar (Rp55.000.000)
(Rp100.000.000) (Rp130.000.00)
 Kompensasi: * Kompensasi:
(Rp15.000.000) (Rp15.000.000) kelebihan pemotongan pajak yang dapat dikompensasikan
s Total: | Total: pada Masa Pajak Februari 2025 adalah sebesar
: (Rp115.000.000)  : (Rp145.000.000) Rp85.000.000,00 yaitu dari:
""""""""""""""" DI Gl * SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Januari 2025 sebesar
eyt Rp55.000.000,00; dan
* Status Lebih bayar P S .
(Rp30.000.000) dari pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak

Desember 2024 sebesar Rp30.000.000,00
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Pembetulan SPT Masa Jan 2025,dst dalam hal terdapat
Kompensasi LB dari SPT Masa Desember yang periu dilakukan pembetulan

e Dalam hal pembetulan mengakibatkan kelebihan pemotongan pajak pada SPT Masa PPh Pasal 21/26

Masa Pajak Desember 2024 menjadi lebih kecil dari sebelumnya:

» Wajib Pajak mengisi selisih lebih kecil atas kelebihan pemotongan pajak tersebut pada angka 17
SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan Masa Pajak Desember 2024; dan

* selisih lebih kecil atas kelebihan pemotongan pajak menunjukkan jumlah kekurangan pembayaran
yang seharusnya dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum menyampaikan pembetulan SPT Masa PPh
Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024. Atas selisih pada angka 17 SPT Masa PPh Pasal 21/26
pembetulan Masa Pajak Desember 2024 dimaksud Wajib Pajak dapat:
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Pembetulan SPT Masa Jan 2025,dst dalam hal terdapat
Kompensasi LB dari SPT Masa Desember yang periu dilakukan pembetulan

e + melakukan pembayaran atas selisih lebih kecil tersebut sehingga tidak perlu melakukan
pembetulan atas kelebihan pemotongan pajak yang telah dikompensasikan di SPT Masa PPh
Pasal 21/26 Masa Pajak Januari 2025 atau Masa Pajak berikutnya; atau

* memilih untuk tidak melakukan pembayaran selisih lebih kecil, namun Wajib Pajak wajib
membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Formulir BP21 tambahan menggunakan kode
objek pajak 21-100-38 dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak berikutnya yang pertama
belum disampaikan sejak pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Desember 2024

« tidak dikenai sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran pajak
dalam hal pembetulan sebagaimana pada huruf (a) atau pada huruf (b) disebabkan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
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Contoh Pembetulan Kelebihan Potong Masa Des'24

(yang mengakibatkan lebih kecil dari yang telah dilaporkan)

SPT Masa Desember 2024 SPT Masa Januari 2025 SPT Masa Februari 2025
28 Februari 2025

Sudah Lapor:

15 Januari 2025 28 Februari 2025 12 Februari 2025
SPT Normal SPT Pembetulan »  PPhdipotong Rp8.000.000 *  PPhdipotong Rp 7.000.000
___________________________ » »  Kompensasi _(Rp25.000.000) « BP21tambahan Rp15.000.0004—
. Lebih Bayar: * Lebih Potong: * Lebih Bayar (Rp17.000.000)
(Rp25.000.000) :~  (Rp10.000.00)
e MnehahsasnnEn R R an A nns g * SPT Normal:
(Rp25.000.000)
* Status Kurang
bayar PT HIJ memilih untuk membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal
Rp15.000.000 9

21/26 Formulir BP21 tambahan menggunakan kode objek

| pajak 21-100-38 untuk Masa Pajak Februari 2025
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Contoh Pembuatan BP21 Tambahan Untuk Kompensasi

KEMENTERIAN KELANGAN BUKTI PEMOTONGAN
&‘2‘%&2‘2&%5& - PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAX Bp21
BERSIFAT FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN MASA PAJAX SIFAT PEMOTONGAN STATUS BUKTI PEMOTONGAN
2500045 22025 FINAL NORMAL

| A IDENTITAS PENEROMA PENCHASEAN

Al NUNPWP FFF00C0ON0FI0N
A2 Name PENEFIMA PENGHASILAN
Al NITRU SFH0000000F000000000 - PENERIMA PENGHASILAN

| B. PENGHASILAN YANG DIPOTONG

L 8 Jerms Fasiias Tanpa Fasites

KODE OBJEX OBJEX PAJAK PENGHASILAN DPP %) TARF (W) PPh DIPOTONG iRp)

PAJAX BRUTO (Rp)
[ 3 [ 8] k s [ 2] L o
21100-38 Feyescaan Nia XoTpensay 0 0 0 15.000 000
dir Masy Pagss Senelirmnys

B3 Dowmen Refeeny Jors Douren Dokumen Lainnya Torgoel Doiumen: 11 Mayet 2026
B9 Normer Dotumen SPT Masa PPh Pasal 21726 Dessrber 2028 Pemnbetdan 1

C.JDENTITAS PEMOTONG PP

C1  NPWPNK 12346678 M 120

C2  NITKU stau Nomor Wenttes Sebundt Oiganisas 1234567851011121000000

C3  Nama Pemonng PT HIJ

Ce  Targge 11 Maret 2025

C5  Nenw Peandstengen Tuan A

Cé6  Penyuuan Dengan i saya menyatakan damwa Buks Pamotongan m 18N syl @ dengan dorar can lelah

says landatangan secy s siekbond
Sesus dengan kotontuan yang derdsiy Drskiorat Jendery Paak mengstyr banws Sukt
Permotongan iy Ginyatakan sah dan tidak dperusan ands trgan desah

‘ dhaniswara86



Penerbitan 1721-A2 Selain IP

- -
T S TG P A PG RS AT A PRRAL T | I |
WAG] PECARA] MEGER SPL ATAL AMGLOTA ETRMULIE 173" - KT
A 1A ATICA: SO s & TaL BARIG0TE .
SEFOLIRAN SERLSLIN N DOSEMA KTV 35EKT
[ ———— WG AR AT A PO AL AR S [T —
L R Lty I = k=

o DDA Tl PONENRA PO S m Y i

* Formulir 1721-A2 dibuat untuk pemotong selain
instansi pemerintah yang melakukan pemotongan
e e — penghasilan Pensiunan PNS, Anggota TNI dan
| | Polri.

« Telah diterbitkan penegasan ke unit vertikal a.n.
Dirjen Pajak oleh Direktur Peraturan Perpajakan |
pemotong selain instansi pemerintah dimaksud
terdaftar.

£ VT TS PR G TRA AR
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